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2.1 Kebijakan Publik 
Kita sering mendengar tentang ketentuan kebijakan publik dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Tentang definisi atau definisi dari apa yang 
dimaksud dengan kebijakan publik. Salah satu definisi yang diberikan oleh 
Robert Eye antara instansi pemerintah dan lingkungannya. “Banyak orang 
yang menganggap definisi ini terlalu luas untuk diterapkan, karena referensi 
kebijakan publik bisa mencakup banyak hal. Menurut James E Anderson, 
kontroversi yang diedit oleh Budi Winarno (2008: 20-21) memberikan definisi 
kebijakan kebijakan sebagai kebijakan dengan implikasi kebijakan yang 
dikembangkan oleh lembaga dan otoritas pemerintah. 
1. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu atau perilaku yang 
berorientasi pada tujuan 
2. Kebijakan publik mencakup tindakan pemerintah. 
3. Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, 
sehingga belum dimaksudkan. 
4. Kebijakan publik yang diambil dapat bersifat positif dalam artian 
merupakan tindakan pemerintah terhadap suatu isu tertentu, atau dapat 
pula negatif dalam artian merupakan keputusan pemerintah untuk tidak 
melakukan apapun. . 
5. Kebijakan pemerintah didasarkan pada hukum dan peraturan yang 




Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli tersebut, kebijakan publik 
merupakan rangkaian “tindakan” (aktual / kehendak) yang dilakukan atau 
tidak dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu dalam rangka 
menyelesaikan permasalahan publik. subjek atau publik. Kebijakan 
melakukan sesuatu biasanya mengikat dan dapat ditegakkan, seperti yang 
tercantum dalam ketentuan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. 
Sedangkan Subarsono dari Riant Nugraha (2008; 13) membahas tentang 
tujuan evaluasi dan merinci beberapa tujuan penilaian, antara lain:  
1) Tentukan tingkat kinerja kebijakan. Melalui evaluasi, Anda dapat melihat 
derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. 
2) Mengukur tingkat efisiensi kebijakan. Evaluasi juga menunjukkan 
seberapa banyak Anda dapat menemukan biaya dan manfaat polis. 
3) Mengukur tingkat hasil kebijakan. Salah satu tujuan penilaian adalah 
untuk mengukur kuantitas dan kualitas pengeluaran atau hasil kebijakan. 
4) Mengukur dampak kebijakan. Pada tahap selanjutnya, penilaian 
bertujuan untuk memastikan dampak kebijakan positif dan negatif. 
5) Periksa apakah ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk 
mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan dengan membandingkan 
tujuan dan sasaran dengan pencapaian tujuan. 
6) Sebagai masukan untuk kebijakan ke depan. Tujuan akhir dari evaluasi 
ini adalah untuk menginformasikan proses kebijakan di masa mendatang 





Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menemukan 
sesuatu yang relevan dengan proses kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian 
ini tujuan evaluasi program KTP elektronik adalah untuk memastikan fungsi 
evaluasi deskriptif dan fungsi evaluasi kepatuhan. Tujuan dari penelitian 
evaluasi program ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kinerja kebijakan, 
namun untuk melihat apakah terdapat penyimpangan dan menggunakannya 
sebagai masukan untuk kebijakan yang akan datang. 
 
2.2 Implementasi Kebijakan Publik 
Seperti yang dikutip oleh Budi Winarno (2007: 145), Ripley dan 
Franklin berpendapat bahwa implementasi terjadi setelah undang-undang 
diberlakukan yang memberikan program, kebijakan, manfaat, atau hasil yang 
konkret. Istilah implementasi mengacu pada banyak kegiatan yang mengikuti 
tujuan program dan pernyataan niat pejabat pemerintah tentang hasil yang 
diinginkan. Pelaksanaannya meliputi tindakan (non-tindakan) oleh berbagai 
pihak, terutama birokrat, yang tujuannya untuk menjalankan program. 
Menurut Samodera Wibawa, tahapan implementasi kebijakan dapat 
dikarakterisasi dan dibedakan dari tahapan pembuatan kebijakan. Sedangkan 
pembuatan kebijakan merupakan proses dengan logika bottom-up dalam artian 
proses kebijakan diawali dengan pemberian aspirasi, tuntutan, atau dukungan 
dari masyarakat. Implementasi kebijakan, di sisi lain, memiliki logika top-
down dalam arti mereduksi kebijakan abstrak atau makro yang menggantikan 




Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, implementasi menggeser 
kebijakan publik dari kebijakan abstrak (regulasi atau termasuk dalam 
regulasi) ke bentuk yang lebih konkret, suatu bentuk tindakan yang bertujuan 
untuk mencapainya. Kita dapat menyimpulkan bahwa prosesnya seperti ini: 
Itu akan terwujud. Ditujukan untuk mendapatkan hasil atau dampak yang 
diharapkan 
 
2.3 Tahapan Kebijakan Publik  
Terlepas dari kerangka kerja analisis kebijakan yang dominan, analisis 
pengambilan keputusan yang rasional, dan fakta bahwa seringkali 
mengecewakan, pendekatan stagnan atau siklus adalah analisis proses 
kebijakan dan / dan proses kebijakan masa depan dan tetap menjadi basis. 
Laswell (Parsons 2011: 81) mengemukakan bahwa tahapan proses kebijakan 
terdiri dari intelijen, promosi, resep, panggilan, implementasi, penghentian, 
dan evaluasi. Selain itu, menurut Anderson (Santosa, 2008: 36), kebijakan 
memiliki lima tahapan. 





Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks 
karena melibatkan beberapa variabel yang perlu diteliti. Beberapa ahli 




beberapa tahapan proses pembuatan kebijakan untuk memudahkan kita 
mempelajari kebijakan publik. Lihat pendapat beberapa ahli tentang tahapan 
kebijakan dalam urutan yang berbeda. Dan memiliki pendapat berikut tentang 
tahapan kebijakan publik:  
a. Perumusan Agenda  
b. Formulasi Kebijakan  
c. Adopsi Kebijakan  
d. Implementasi Kebijakan  
e. Evaluasi Kebijakan  
Sumber: Winarno (2012: 36-37)  
 
2.4 Tinjauan Evaluasi Kebijakan  
a. Tahap persiapan agenda 
Pejabat yang duduk di pemerintahan menempatkan masalah dalam agenda 
publik. Isu-isu yang masuk dalam agenda kebijakan pembuat kebijakan 
sebelum menjadi agenda publik. 
b. Tahap pembuatan kebijakan 
Isu-isu yang terkandung dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 
pembuat kebijakan yang berusaha untuk menyelesaikannya. Solusi untuk 
masalah ini berasal dari alternatif yang ada (alternatif kebijakan). Memilih 
opsi-opsi ini sama dengan menentukan isu yang menjadi agenda publik. 
Artinya, beberapa alternatif bersaing diadopsi dan ditentukan sebagai solusi 
untuk masalah tersebut. Pada tahap perkembangan ini, aktor bertanggung 




c. Tahap adopsi kebijakan 
Tentunya banyak pilihan yang ditawarkan oleh pembuat kebijakan, dan 
salah satu dari banyak pilihan yang ditawarkan oleh pembuat kebijakan 
dengan dukungan mayoritas dari lembaga legislatif, kesepakatan antar 
pimpinan, atau putusan yudikatif, hanya satu yang dipilih dan diadopsi. 
d. Tahap implementasi kebijakan 
Program kebijakan adalah dokumen dan file yang tertata rapi hanya jika 
kebijakan tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus 
dilaksanakan di tingkat yang lebih rendah oleh instansi dan lembaga 
pemerintah agar kebijakan yang terbentuk tidak terbuang percuma dan 
tidak dilaksanakan dengan baik, yaitu dilaksanakan pada tahapan yang 
berbeda dan kedepannya akan ada praktisi yang mendukung. Kebijakan 
dan pelaksana yang menolak kebijakan. 
e. Tahap evaluasi kebijakan 
Pada tahap penilaian kebijakan yang diterapkan, kami menilai tingkat 
keberhasilan dan seberapa positif kebijakan tersebut, terutama dalam 
mengatasi masalah publik. Pada tahap ini ditentukan ukuran atau indikator 
yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan. 
Beberapa tahapan kebijakan di atas dapat diartikan sebagai proses 
pembuatan kebijakan yang berkaitan erat dengan setiap tahapan. Dalam 
studi ini, peneliti lebih fokus pada proses evaluasi kebijakan. 
 
2.4.1 Konsep Evaluasi Kebijakan  
Dari perspektif aktivitas, evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari 




akhir dari proses kebijakan. Menurut Anderson, policy assesment dapat 
dirumuskan sebagai asesmen terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Konten, 
implementasi, dan dampak dievaluasi. Kedua, Ripley (Wiyoto, 2005: 51) 
menyatakan bahwa penilaian dapat dilakukan pada semua tahapan kebijakan. 
Namun pada kenyataannya penelitian evaluasi tidak selalu memiliki fokus 
yang luas. Lowongan sering kali difokuskan pada satu tahap kebijakan. Dunn 
(dalam Nugroho, 2011: 670) memberikan penilaian kebijakan dengan 
informasi tentang nilai dan manfaat hasil kebijakan yang kredibel untuk kinerja 
kebijakan: jumlah kebutuhan, nilai, dan peluang yang dicapai melalui tindakan 
publik. Ini didefinisikan untuk menyediakan. Evaluasi berkontribusi pada 
klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan dan 
sasaran; evaluasi berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lain, 
seperti perumusan masalah dan rekomendasi. Oleh karena itu, evaluasi 
kebijakan dapat disebut sebagai kegiatan yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi penyebab kegagalan suatu kebijakan yang dilaksanakan, atau 
sebaliknya, dan dampak suatu kebijakan dapat diperkirakan, substantif, 
dilaksanakan, atau dipengaruhi. 
Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2012: 229), evaluasi kebijakan 
dapat dibagi menjadi dua tugas yang berbeda. Yang pertama adalah 
menjelaskan dampaknya dan memutuskan apa yang akan dilakukan oleh 
kebijakan tersebut. Kemudian di satu sisi mengevaluasi berhasil tidaknya suatu 
kebijakan berdasarkan kriteria tertentu. 
Beberapa ahli tersebut menyimpulkan bahwa penilaian kebijakan 
merupakan kegiatan fungsional karena harus dilakukan tidak hanya selama 




sendiri. Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk mengukur efektivitas dan 
dampak dari kebijakan yang dilaksanakan. Evaluasi kebijakan juga diperlukan 
dalam proses pengembangan beberapa alternatif kebijakan, seperti 
memprediksi dampak masalah yang dihadapi. 
 
2.4.2 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan 
Menurut Anderson, ada tiga jenis evaluasi kebijakan yang masing-
masing didasarkan pada pemahaman tentang evaluasi evaluator. Jenis-jenis 
tersebut adalah: 
a. Jenis pertama, evaluasi kebijakan, dipahami sebagai aktivitas fungsional. 
b. Jenis evaluasi kedua berfokus pada perilaku kebijakan atau program 
tertentu 
c. Jenis ketiga adalah jenis evaluasi kebijakan yang sistematis. 
Ketiga jenis ini adalah jenis evaluasi. Selanjutnya, untuk masing-
masing jenis ini, setiap jenis menghasilkan hasil dan menunjukkan bagaimana 
penelitian difokuskan pada evaluasi kebijakan. Selain itu pendapat lain dari 










Pelaksanaan administrasi adalah pekerjaan sehari-hari birokrat. 
Kebijakan di sini adalah mengurangi ambiguitas, mengurangi ambiguitas, dan 
mengurangi perselisihan. Meski kurang ambigu, implementasinya bersifat 
politis karena tingkat konflik yang lebih tinggi. Implementasi eksperimental 
dilakukan dengan kebijakan yang ambigu, tetapi tingkat perselisihannya 
rendah. Penerapan simbolis dilakukan pada kebijakan yang sangat ambigu dan 
bertentangan. 
Model implementasi Matland telah berkembang menjadi empat model 
implementasi kebijakan. Anda dapat menerapkan kebijakan penting terkait 
kohabitasi atau hidup atau mati atau keberadaan suatu negara (termasuk 
penegakan hukum dalam kasus ini) dan memasukkannya ke dalam grup yang 
ditentukan. Kebijakan yang terkait dengan pencapaian misi negara-bangsa 
disarankan untuk dilaksanakan dengan pendekatan manajemen, dalam arti 
dilimpahkan kepada berbagai instansi di negara yang bersangkutan, mulai dari 
lembaga nasional dan pemerintah hingga instansi daerah. Nirlaba dan laba. 
Untuk model terpandu yang menggunakan pendekatan proyek percontohan, 
kami menyarankan Anda untuk menerapkan kebijakan khusus atau penting, 
atau kebijakan yang berisiko tinggi gagal. Kebijakan manajemen. Grup ini 
berisi kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik dasar. 
Selain itu, perlu dipertimbangkan siapa aktor dalam implementasi 
kebijakan selanjutnya, menjelaskan pilihan-pilihan untuk melaksanakan 
kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan selalu memulai dengan pemerintah 
sebagai pejabat negara atau lembaga penegak. Namun, Anda dapat melihat 




1. Pemerintah mencakup kebijakan yang diklasifikasikan sebagai diarahkan 
atau terkait dengan keberadaan negara-bangsa. Kebijakan ini disebut 
kebijakan yang digerakkan oleh eksistensial. Pertahanan, keamanan, 
dukungan untuk keadilan, dll. Sekalipun komunitas dilibatkan, perannya 
sering dikategorikan sebagai pinggiran. 
2. Pemerintah sebagai aktor utama dan masyarakat sebagai aktor 
pendamping. Kebijakan yang merupakan kebijakan yang dipimpin 
pemerintah. Ini termasuk layanan KTP dan Kartu Keluarga, termasuk 
jaringan non-pemerintah tingkat komunitas. 
3. Aktor kunci dalam masyarakat, kolaborator pemerintah. Kebijakan yang 
merupakan kebijakan yang dipimpin secara sosial. Ini termasuk kegiatan 
pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat bersubsidi pemerintah. 
Ini termasuk lembaga sosial, yayasan seni, dan sekolah non-publik. 
4. Masyarakat itu sendiri. Ini bisa disebut sebagai kebijakan orang (pribadi). 
Termasuk di dalamnya kebijakan pembangunan ekonomi yang 
dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha. 
Ada juga evaluasi implementasi dalam evaluasi. Seperti yang 
dikatakan Nugroho (2012: 706). Menurut Nugroho yang mengembangkan 
teori dari Matalan, pada dasarnya ada lima poin yang harus dipenuhi terkait 
efektivitas implementasi kebijakan:  
1. Penerapan kebijakan yang tepat secara efektif. Kesesuaian kebijakan ini 
ditunjukkan oleh sejauh mana kebijakan yang ada memuat isu-isu yang 
menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan. Pertanyaannya adalah 




apakah kebijakan tersebut disesuaikan dengan sifat masalah yang akan 
diselesaikan. Aspek atau indikator ketiga adalah kebijakan dibuat oleh 
lembaga yang memiliki kewenangan (misi kelembagaan) sesuai dengan 
sifat kebijakan..  
2. Implementasi yang benar atau efektif kedua terkait dengan implementasi 
yang tepat. Pemerintah bukanlah satu-satunya entitas yang melaksanakan 
kebijakan. Ada tiga institusi yang bisa bertindak sebagai praktisi. Yakni 
pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat / swasta, atau 
pelaksanaan kebijakan privatisasi. Kebijakan yang efektif untuk 
implementasi yang tepat terkait dengan pelaksana atau pelaksana, 
kewenangan dan kejelasan kebijakan ini. 
3. Saat Anda siap untuk menerapkan kebijakan. Hak ketiga tepat sasaran. 
Akurasi terkait dengan tiga hal. Pertama, apakah tujuan yang diintervensi 
mengikuti apa yang direncanakan, tidak tumpang tindih dengan intervensi 
lain, atau apakah mereka tidak konsisten dengan intervensi kebijakan lain? 
Kebijakan penghasil pendapatan Indonesia dicirikan oleh sejumlah 
kebijakan pemberian kredit yang didanai oleh berbagai sektor, yang pada 
akhirnya tumpang tindih dan saling membunuh di lapangan. Kedua, 
apakah target sudah siap untuk diselidiki? Persiapan tidak hanya dalam arti 
alami, tetapi juga terkait dengan apakah negara target dalam konflik atau 
harmoni, dan apakah negara target dalam perlawanan. Ketiga, apakah 
intervensi kebijakan itu baru atau memperbarui pelaksanaan kebijakan 
sebelumnya? Terlalu banyak kebijakan yang tampak baru, tetapi pada 




4. Hak keempat adalah hak lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling 
menentukan: lingkungan kebijakan, interaksi antara pembuat kebijakan dan 
implementasi kebijakan dengan lembaga terkait lainnya. Calista (dalam 
Nugroho, 2012: 708) menyebutnya sebagai variabel endogen. Yakni, 
pengaturan otoritatif atas kekuasaan sumber kewenangan mulai dari kebijakan, 
komposisi jaringan pada komposisi jaringan, dan berbagai organisasi yang 
terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta 
kepada pihak berwenang dan penegak kebijakan yang mengeluarkan kebijakan. 
Implementasi pengaturan mengenai posisi negosiasi dengan jaringan yang 
puas. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut 
Calista (Nogroho, 2012: 709), dan variabel eksternal bersifat interaktif dalam 
opini publik, yaitu persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi, 
interpretasi institusi strategis dalam masyarakat. Individu tertentu yang, Karena 
institusi, media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dapat 
memainkan peran penting dalam interpretasi kebijakan dan implementasi 
kebijakan, yaitu interpretasi kebijakan dan implementasi kebijakan..  
Hak ke-1,5 adalah hak proses. Secara umum implementasi kebijakan 
publik terdiri dari tiga proses: 
a. Sebuah. Penerimaan kebijakan, dimana masyarakat memahami 
kebijakan sebagai aturan permainan untuk masa depan, sedangkan 
pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. 
b. Mengadopsi kebijakan, dimana masyarakat umum menerimanya 
sebagai aturan main yang akan dibutuhkan di masa depan, namun 




c. Kesiapan strategis, dimana masyarakat siap untuk melaksanakan atau 
menjadi bagian dari kebijakan di sisi lain birokrasi 
Beberapa ahli menyarankan agar peneliti lebih tertarik untuk menilai 
tipe Dan. Dunn mengevaluasi evaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, 
validitas, leveling, responsiveness, dan akurasi. Namun, dalam studi ini, 
karena sifat jasa Dan, peneliti hanya mengadopsi satu sifat jasa, atau 
akurasi, yang mereka anggap cocok untuk digunakan dalam studi 
kebijakan PPDB pada jalur pengembangan masyarakat. 
 
2.5 Dimensi-dimensi Evaluasi Kebijakan  
Dunn (dalam Nugroho, 2011) mengemukakan bahwa penilaian 
kebijakan publik memiliki empat arti yaitu: penilaian formulasi kebijakan, 
penilaian implementasi kebijakan, penilaian kinerja kebijakan, dan 
penilaian lingkungan kebijakan. Keempat aspek inilah yang menjadi fokus 
evaluasi kebijakan. 
a. Sebuah. Evaluasi perumusan kebijakan publik 
Secara umum, penilaian pelaksanaan pengembangan kebijakan publik 
menggunakan pendekatan yang tepat terhadap masalah yang akan 
dipecahkan, mengarah pada inti masalah, mengikuti prosedur, waktu, 
uang dan orang yang diterima bersama, serta kondisi lingkungan. 
b. Evaluasi implementasi kebijakan publik 
Indikator dalam penilaian implementasi kebijakan publik digunakan 
untuk menjawab tiga pertanyaan: bagaimana kinerja implementasi 




strategi Anda untuk meningkatkan kinerja penerapan kebijakan 
publik? 
c. Evaluasi kinerja kebijakan publik 
Dimensi Penilaian Kinerja Kebijakan terkait dengan: Dimensi Hasil, 
Dimensi Proses untuk Mencapai Hasil dan Pembelajaran, Dimensi 
Sumber Daya yang Digunakan, Dimensi Keberadaan dan 
Perkembangan Organisasi, Dimensi Keberadaan dan Pengembangan 
Organisasi, dan Dimensi Kepemimpinan dalam Pembelajaran. 
d. Evaluasi lingkungan kebijakan publik 
Penilaian lingkungan adalah konteks lingkungan yang dianjurkan, 
karena perubahan lingkungan sedang terjadi saat ini dan akan berubah 
dalam jumlah besar dan cepat di masa depan. Penilaian lingkungan 
kebijakan publik memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang 
bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan. 
 
2.6  Tahap-tahap evaluasi kebijakan  
Setelah masalah-masalah yang akan diteliti peneliti dapat melakukan 
tahapan evaluasi Menurut William Dunn (dalam Santosa, 2008: 44) ada 
beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi. 
a. Spesifikasi program kebijakan 
b. Apakah kegiatan-kegiatan dan sasaran yang melandasi program 
c. Koleksi informasi program kebijakan 
d. Pemodelan program kebijakan 
e. Penaksiran evaluabilitas program kebijakan 




Selain itu, pendapat lain tentang kebijakan, juga dilontarkan oleh 
Suchman. Suchman menyatakan ada enam langkah evaluasi kebijakan, yakni: 
a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 
b. Analisis terhadap masalah 
c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan 
d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi 
e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 
kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain 
f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 
Selama fase evaluasi kebijakan Thatchman, beberapa pertanyaan 
juga diidentifikasi saat melakukan evaluasi. 
1. Apa tujuan program ini? 
2. Siapa sasaran program? 
3. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi? 
4. Apakah Anda memiliki satu atau lebih tujuan? 
5. Apakah dampak yang diharapkan signifikan? 
6. Bagaimana tujuan ini dicapai? 
Dari beberapa tahapan, yang terpenting dalam evaluasi kebijakan 
adalah mengidentifikasi masalah. Dengan mengidentifikasi masalah maka 
tujuan dari evaluasi dapat ditentukan dengan jelas, dan tujuan yang terjadi 
ketika identifikasi masalah gagal adalah tujuan yang tidak dapat ditentukan. 
Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pengaruh kebijakan pemerintah 
diperlukan penilaian yang terstandardisasi terhadap semua bentuk proses 
penilaian kebijakan penelitian. Intinya, proses evaluasi kebijakan yang 




2.7 Tinjauan Jejaring Kebijakan 
Jaringan kebijakan dijelaskan dalam beberapa kategori. Pertama, 
digambarkan sebagai seorang aktor. Kedua, hubungan antar aktor, ketiga, 
batasan. (Kenis & Schneider, 1991: 41-42, Carlsson, 2000: 505). Sabatier 
(1993) menyelidiki jaringan kebijakan dan menyebutnya sebagai Koalisi 
Advokasi, sekelompok pembuat kebijakan dalam subsistem kebijakan. Pelaku 
Serikat Advokasi terdiri dari banyak aktor swasta dan pemerintah di semua 
tingkat organisasi pemerintah yang terlibat berdasarkan keyakinan mereka 
dalam mencapai tujuan mereka. (Howlett dan Ramesh, 1995: 125). 
Sistem kepercayaan yang mendasari hubungan antar aktor terdiri dari 
tiga tingkat kepercayaan: 1) kesamaan keyakinan atau inti yang dalam / 
normatif, keyakinan dan kesamaan persepsi tentang tujuan kebijakan 
berdasarkan kesamaan pengetahuan tentang masalah publik yang menarik 
perhatian para pelaku tersebut. Keyakinan ini seringkali dikaitkan dengan 
fitrah manusia, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Keyakinan 
yang bersumber dari fitrah manusia ternyata sangat sulit untuk diubah. 2) Inti 
dari sistem kepercayaan. Ini adalah sistem kepercayaan yang didasarkan pada 
pandangan yang sama tentang hakikat kemanusiaan dan beberapa kondisi 
yang diinginkan manusia.  
Rhodes (Howlet dan Ramesh, 1995: 127; buku Sri Suwitri, 2008: 32) 
menyatakan bahwa interaksi antara banyak sektor dengan pemerintah dan 
organisasi masyarakat merupakan jaringan kebijakan yang melayani proses 
kebijakan publik. Kekuatan jaringan kebijakan bergantung pada tingkat 




masyarakat umum. Komunitas kebijakan memiliki lebih banyak manfaat, 
termasuk stabilitas, pembatasan keanggotaan, saling ketergantungan vertikal, 
dan pembatasan representasi eksplisit horizontal. Dengan kata lain, inti dari 
perbedaan antara konsep lain dan konsep komunitas kebijakan adalah pada 
tingkat integrasi, stabilitas dan monopoli. Komunitas kebijakan menekankan 
pentingnya pengaruh dan kekuatan kelompok luar negara (swasta dan LSM) 
dalam kebijakan publik. Perbedaan kepentingan antar kelompok ditekankan 
oleh banyak pemangku kepentingan, tidak hanya dalam interaksi antara negara 
dan masyarakat sipil, tetapi juga dalam interaksi internal birokrasi 
pemerintahan itu sendiri. Selengkapnya tentang teks sumber iniDiperlukan 
teks sumber untuk mendapatkan informasi terjemahan tambahan 
Serikat pekerja berdasarkan sistem kepercayaan ini sangat stabil dan 
sulit untuk mengubah persatuan. 3) Faktor eksternal meliputi uang, keahlian, 
jumlah pendukung, otoritas hukum, opini publik, teknologi, inflasi dan nilai 
budaya. Sistem kepercayaan yang dibentuk oleh faktor eksternal relatif tidak 
stabil. Advocacy Coalition adalah jenis jaringan kebijakan, model subsistem 
kebijakan hybrid dalam kerangka jaringan kebijakan. Koalisi advokasi dapat 
muncul di semua tingkat kebijakan di tingkat nasional, lokal dan lokal. 
Jaringan kebijakan dari subsistem kebijakan dapat diselidiki melalui federasi 
pelaku jaringan kebijakan. Hal ini dikarenakan subsistem kebijakan 
merupakan jaringan kebijakan yang terdiri dari sejumlah besar federasi 
advokasi yang dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan keyakinan dan 





Tahapan lain dari penetapan agenda dan proses kebijakan diatur oleh 
pendapat elit. Pengaruh opini publik adalah yang paling sederhana. (Sabatier, 
1991: 148; 1993: 30 dalam Parsons, 2000: 199) Semakin besar minat mereka 
yang terlibat dalam jaringan kebijakan, semakin besar koalisi baik dalam 
kualitas maupun kuantitas. Penguatan tata kelola koalisi tidak menjamin 
kemudahan pembuatan kebijakan dan bahkan dapat mengancam proses 
pembuatan kebijakan. Koalisi yang "tidak terkendali" dapat terjadi di arena 
kebijakan. Koalisi ini dibentuk untuk menghasilkan opini para elit. Kondisi ini 
hanya bisa teratasi dengan munculnya broker (broker polis). 
Secara khusus, penelitian tentang aktor kebijakan dalam jaringan 
kebijakan publik dilakukan oleh Cobb dan Elder (1972: 85 dalam Parsons, 
1997: 127) dan menemukan bahwa aktor kebijakan adalah komunitas 
kebijakan yang terdiri dari kelompok-kelompok partisipan pemerintah dan 
warga negara. .. Pemrakarsa atau pemimpin opini berada di bawah tekanan 
media massa. Jaringan kebijakan adalah hubungan yang terbentuk sebagai 
hasil koalisi pejabat tinggi pemerintah, termasuk sektor swasta. (Waarden, 
1992: 29-52 dalam Howlett dan Ramesh, 1995: 130). Para pembuat kebijakan 
sering disebut sebagai pemangku kepentingan. Manajemen pemangku 
kepentingan adalah pendekatan pemangku kepentingan dengan 
mengoordinasikan persyaratan pemangku kepentingan. Yaitu, 1) rekan kerja 
(partner) 2) konsultasi (konsultasi) 3) informasi (pemberitahuan) 4). Kontrol 





Jaringan kebijakan dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai jenis, 
tergantung pada kekuatan dan keunggulan hubungan yang muncul di antara 
ketiganya. Aktor. Terdapat lima sumber sistem nilai yang mempengaruhi 
kekuatan dan keunggulan hubungan antar pemangku kepentingan dalam 
perumusan kebijakan publik (Wart, 1998: 8-23): 1) nilai-nilai pribadi, 2) nilai-
nilai profesional., 3) Nilai organisasi, 4 ) Nilai hukum, dan 5) Nilai 
kepentingan umum. Jaringan kebijakan dibentuk pada setiap tahap pembuatan 
kebijakan. Jones (1984), Brewer, Howlett, dan M. Ramesh (1995) memandang 
pengembangan kebijakan sebagai proses multi-langkah. Yaitu, 1) tahap 
pengusulan alternatif. 2) Opsi alternatif. 3) Evaluasi alternatif. 4) Pemilihan 
opsi. Membuat kebijakan atau menyiapkan kebijakan alternatif juga 
merupakan proses perencanaan (Quade, 1984: 108). Jaringan kebijakan ada 
dalam organisasi Anda dan sering disebut sebagai subsistem kebijakan.  
Howlett dan Ramesh (1995: 125). Subsistem kebijakan dalam 
pembuatan kebijakan melibatkan partisipasi berbagai kelompok politik yaitu 
seluruh parpol antara sektor publik dan swasta yaitu pimpinan dan pimpinan, 
serta terbentuknya interaksi antar partisipan atau stakeholders, sudah saatnya 
dilakukan. Aktivitas yang berinteraksi antar aktor membentuk parameter yang 
relatif stabil. Parameter yang relatif stabil dibatasi oleh faktor internal dan 
eksternal dari sistem nilai atau pelaku. Perubahan interaksi antar aktor akibat 
perubahan sistem nilai menyebabkan perubahan pada subsistem kebijakan. 
(Parsons, 2005: 198 diadaptasi dari Sabatier, 1988, 1991). Jaringan kebijakan 
tumbuh dalam berbagai jenis, bergantung pada kekuatan hubungan antara 




Untuk kepentingan proses implementasi kebijakan publik yang selalu 
diupayakan secara aktif oleh publik, pembuat kebijakan harus selalu 
bernegosiasi langsung dengan partai politik yang terkena dampak kebijakan 
tersebut (Islamy, 2001). Pandangan ini mengingatkan pada konsep "policy 
environment" yang diungkapkan oleh Dye (Dunn, 2000), dan perumusan serta 
implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam 
pelaksanaannya perlu kehati-hatian. Selain itu, kebijakan yang dikembangkan 
dan dilaksanakan secara terprogram harus selalu berorientasi pada 
implementasi. Ini karena pengembangan jaringan kebijakan yang baik perlu 
menyertakan nuansa implementasi dan tolok ukur keberhasilannya (Islamy, 
2001). 
Jenis jaringan kebijakan yang muncul adalah: 1) Jaringan birokrasi. 2) 
Jaringan berorientasi pelanggan. 3) Jaringan triad 4) Beberapa jaringan. Ketika 
komunitas mengelola hubungan antara pemerintah dan komunitas, maka akan 
terbentuk empat jenis jaringan. 1) Jaringan nasionalis partisipatif. 2) Jaringan 
telah ditangkap. 3) Jaringan perusahaan; 4) Publikasikan jaringan. Hubungan 
aktor dan sistem nilai dalam pembentukan jaringan kebijakan dari perspektif 
kerangka kerja koalisi advokasi adalah bagaimana merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan publik dengan tetap menjaga nilai kepentingan 
publik. Tidak ada perubahan pada tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan 
didasarkan pada nilai layanan publik dan menjauhkan orang dari tirani. Nilai 
kepentingan publik sangat dipengaruhi oleh faktor politik, namun jika 





Secara kronologis, pengembangan jejaring pemangku kepentingan 
antara birokrat dan pemangku kepentingan lainnya mulai tampak sangat 
penting sebagai akibat dari amandemen konstitusi yang menuntut perlunya 
jejaring kebijakan. Seiring dengan berkembangnya paradigma dari 
pemerintahan lama (OPA) ke administrasi publik baru (NPM) menjadi 
layanan publik baru (NPS) dan pemerintahan yang lebih baik, tuntutan untuk 
pengembangan jaringan kebijakan dalam proses kebijakan publik menjadi 
semakin penting. .. .. Ini adalah hasil dari tempat-tempat umum yang membuat 
suatu negara menjadi masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam mekanisme 
pengelolaan. Pemerintah yang sepenuhnya berwibawa telah menjadi 
pemerintah yang berfokus pada kesesuaian antara pembuat kebijakan: negara 
(pemerintah), sektor swasta (swasta), masyarakat sipil (Sawitri), 2011). 
Menurut Rhodes (Kickert et.al, 1999), jelas bahwa ketergantungan 
merupakan aspek sentral dari teori saling ketergantungan atau pendekatan jaringan 
di mana jaringan kebijakan dibentuk. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa masalah 
ketergantungan yang disebutkan dalam istilah relasi antar organisasi atau jaringan 
adalah keterbatasan sumber daya dan manfaat yang dimiliki organisasi dalam 
mencapai tujuannya ... organisasi publik.Dalam konteksnya, sifat organisasi publik 
cenderung bersifat politis. Namun aspek ekonomi dan adanya pluralisme dalam 
kebijakan publik menjadikan organisasi publik berpolitik pada pihak lain. Anda 
akan berada di tempat yang Anda inginkan (Barhan; 2001). 
Selain itu, lembaga publik tidak lagi mendominasi posisi lembaga 
kebijakan publik, karena dituntut untuk mengubah peran dan fungsi lembaga 




publik perlu membangun jejaring atau kerjasama (network) dengan pihak lain, 
baik swasta maupun publik, sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang baik. 
Keadaan ini menegaskan bahwa persoalan adiksi di sektor publik lebih intens dan 
kompleks daripada sektor bisnis karena luas dan kompleksnya persoalan yang 
terkait dengan sektor publik atau urusan publik itu sendiri. Namun lebih jauh, 
Rhodes menyatakan bahwa ketergantungan disini tidak hanya sepihak, tetapi 
harus menunjukkan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama 
(Kickertet. Al., 1999). Dari situ berarti semua pihak yang terlibat dalam jaringan 
memiliki kekuatan yang sama untuk berinteraksi dalam menyelesaikan masalah 
dan kehumasan untuk mencapai tujuan bersama. Rincian teks sumber ini Teks 
sumber diperlukan untuk informasi terjemahan tambahan  
Otonomi atau kemerdekaan tetap dimiliki oleh masing-masing pihak dan 
tidak memberikan tempat bagi satu pihak untuk memilih atau mengontrol pihak 
lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan faktor-faktor berikut 
ini: kesadaran akan keterbatasan sumber daya, adanya kepentingan khusus, 
kesadaran akan diskontinuitas perubahan sosial, ekonomi dan teknologi, 
kompleksitas pemerintahan, serta tuntutan perubahan tantangan yang dihadapi 
oleh peran dan fungsi Pemerintah. bahwa mengutamakan tata kelola yang baik 
tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan hanya mengandalkan kekuatan 
yang ada di dalamnya. Dengan membangun aliansi atau jaringan strategis yang 
paling menguntungkan, perubahan diharapkan dan sangat mungkin terjadi. Oleh 
karena itu, masalahnya bukan lagi bagaimana membangun kemandirian, tetapi 





2.8 Konsep Triangle 
Konsep segitiga penipuan adalah SAS No. Pertama kali diperkenalkan 
di. 99 adalah standar audit AS untuk tekanan, peluang, dan rasionalisasi. 
Ketiga hal ini mendorong upaya penipuan. Tekanan yang terkait dengan 
manajemen / karyawan lain memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan 
kecurangan, namun peluang merupakan peluang yang terjadi sebelum 
kecurangan dan rasionalisasi terkait dengan pembenaran atas kecurangan yang 
dilakukan oleh pelaku. Konsep segitiga tak beraturan ditunjukkan pada 
Gambar 2.1.. 
Gambar 2.1 








Berdasarkan gambar 2.1 maka dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Pertama, tekanan adalah dorongan untuk mendorong orang berbuat curang 
karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan finansial, perilaku berjudi, 
berusaha mengalahkan sistem, dan ketidakpuasan kerja ... Sebenarnya ada 
dua bentuk tekanan ini. Artinya, nyata (langsung) dan persepsi (tidak 
langsung). Tekanan nyata disebabkan oleh kondisi faktual para pelaku 






sedangkan tekanan perseptual didorong oleh pelaku yang mengedepankan 
kecurangan, seperti kebutuhan eksekutif, ini adalah opini yang berkembang. 
2. Kedua, peluang bagi aktor untuk mengambil tindakan secara bebas karena 
kontrol yang lemah, kurangnya disiplin, akses informasi yang lemah, 
mekanisme audit yang kurang, dan ketidakpedulian. Hal yang paling 
mencolok di sini adalah perspektif kontrolnya. Manajemen yang buruk 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kecurangan. 
3. Ketiga, sikap yang ditunjukkan oleh rasionalisasi, yaitu membenarkan 
tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ini mengacu pada sikap, kepribadian, 
atau nilai yang dianut oleh praktisi. Rasionalisasi mengacu pada kecurangan 
situasional. Pelaku akan berkata: "Saya hanya meminjam uang dari 
mereka." Semua orang melakukannya, "" Tidak ada yang terluka, "" Itu 
tujuan yang baik, "dan" Tidak seserius itu. " Merasionalisasi sikap dan 
perilaku juga bisa menimbulkan perilaku rakus. 
Di sisi lain, segitiga penipuan memiliki kelemahan. Artinya, terdapat 
tekanan dan faktor rasionalisasi yang tidak dapat diamati, serta batasan lain 
dalam mendeteksi motif pelaku fraud. Batasan segitiga penipuan dapat 
diperbaiki dengan menggunakan model segitiga penipuan kedua: tindakan 









2.9 Tinjauan Umum Tentang Narkotika  
2.9.1 Pengertian Narkotika 
Narkotika secara etimologis berasal dari narkotika atau narkotika 
Inggris. Ini berarti tertidur dan membius. Kata obat berasal dari bahasa 
Yunani. Dengan kata lain itu adalah obat yang artinya diminum agar tidak 
merasakan apa-apa (Hari Sasangka, 2003: 35). Dari istilah farmakologis 
yang digunakan adalah kata obat. Ini adalah jenis zat yang, bila digunakan, 
memiliki efek atau efek tertentu pada tubuh pengguna, seperti 
mempengaruhi, menenangkan, merangsang, atau menyebabkan halusinasi. 
Narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat menenangkan 
saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk dan merangsang. 
Menurut beberapa ahli dan ahli hukum, pengertian narkotika adalah: 
Sebuah. Soedjono D (2007: 3) menyatakan bahwa narkotika merupakan 
zat yang mempengaruhi tubuh penggunanya saat digunakan (bila 
diletakkan di dalam tubuh). Efeknya menenangkan, merangsang, dan 
menyebabkan delusi dan halusinasi. 
a. Edy Karsono (2009: 23) Narkotika adalah zat / zat aktif yang 
bekerja pada susunan saraf pusat (otak) dan dapat mengurangi 
kehilangan kesadaran, nyeri (nyeri) dan menimbulkan kecanduan 
(adiksi). 
b. Elijah Adams (2010: 23) memberikan definisi obat yang terdiri 
dari zat sintetik dan semi sintetis. Ini dikenal sebagai heroin yang 




Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “Zat atau obat yang 
berasal baik dari tumbuhan sintetik maupun semisintetik atau 
bukan tumbuhan. Kurangi hingga kurangi. Dapat menimbulkan 
nyeri, dan ketergantungan serta dikelompokkan sebagaimana 
terlampir dalam undang-undang ini. 
Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan pengertian narkotika di 
atas, narkotika pada tumbuhan atau tumbuhan yang dapat 
menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, berkurang untuk 
menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan delusi atau halusinasi, 
dan menimbulkan efek adiktif, maka dapat disimpulkan bahwa zat 
tersebut adalah bersumber dari bahan yang tidak diklasifikasikan 
ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang 
ini atau yang lebih baru yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan. 
 
2.9.2 Golongan Narkotika  
Narkotika adalah zat atau obat yang banyak digunakan oleh tenaga 
kesehatan di bidang kedokteran dan penelitian dan terbagi dalam beberapa 
kategori. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU Narkotika, narkotika dibedakan 
menjadi tiga kelompok. 
a. SEBUAH. Narkotika Golongan I merupakan obat yang sangat adiktif 
yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 





b. Narkotika Golongan II adalah obat yang digunakan sebagai upaya 
terakhir, dapat digunakan untuk pengobatan dan / atau pengembangan 
ilmu pengetahuan, serta rawan kecanduan. Contoh: Morfin, petidin, 
bayam / garam dalam kelompok ini. 
c. Narkotika Golongan III adalah obat yang banyak digunakan untuk 
tujuan pengembangan terapeutik dan / atau ilmiah dengan potensi 
kecanduan yang kecil. Contoh: kodein, garam obat golongan. 
Rincian teks sumber ini Teks sumber diperlukan untuk informasi 
terjemahan tambahan  
 
2.9.3 Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Menurut KUHP 
Narkotika adalah zat atau obat yang sangat berguna dan diperlukan 
untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, pelecehan dan ketidakpatuhan 
terhadap standar pengobatan dapat menimbulkan konsekuensi yang 
menghancurkan bagi individu dan masyarakat, terutama generasi muda. 
Ini bisa lebih berbahaya bila disertai dengan penyalahgunaan zat dan 
perdagangan ilegal, yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi 
kehidupan negara dan nilai-nilai budaya serta melemahkan ketahanan negara. 
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran 
gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan 
masyarakat, negara dan negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 2002 Melalui Ketetapan Parlemen Republik Indonesia 




Rakyat dan Presiden Republik Indonesia mengubah Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan kejahatan narkoba melalui 
ancaman denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, dan hukuman 
mati. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur 
penggunaan narkotika untuk keperluan medis dan kesehatan, serta rehabilitasi 
medis dan sosial. 
Namun pada kenyataannya, kejahatan narkoba di masyarakat 
cenderung meningkat secara kuantitatif dan kualitatif dengan korban jiwa 
yang banyak terjadi, terutama pada anak-anak, remaja, dan generasi muda 
pada umumnya. Kejahatan narkoba tidak lagi dilakukan secara individu, tetapi 
banyak orang yang terlibat bersama, bahkan sebagai sindikat terorganisir 
dengan jaringan luas yang bekerja baik di tingkat nasional maupun 
internasional dan sangat rahasia. Kami adalah ... Narkoba edisi ke-22 tahun 
1997 telah dimodifikasi untuk memperkuat upaya kami mencegah dan 
memberantas kejahatan narkoba. Hal ini juga untuk mencegah kecenderungan 
meningkatnya jumlah korban secara kuantitatif dan kualitatif, terutama pada 
anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. 
Untuk memperkuat kelembagaan yang ada, Badan Narkotika Nasional 
(BNN) diatur agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba. Badan 
Narkotika Nasional berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 
2007 tentang Peraturan Narkotika Nasional, Enu Enu Negara, dan Badan 




terstruktur yang bertanggung jawab langsung dan hanya mempunyai tugas dan 
fungsi koordinasi di bawah Presiden. Berdasarkan undang-undang ini, BNN 
telah ditingkatkan menjadi non kementerian (LPNK) dan memiliki 
kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyidikan. BNN 
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab atas Presiden. Selain 
itu, BNN juga memiliki perwakilan sebagai badan vertikal negara bagian dan 
wilayah kabupaten / kota, yaitu BNN negara bagian dan kabupaten / kota. 
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 
gelap obat-obatan terlarang dan prekursor obat yang kian canggih, undang-
undang juga mengatur perluasan kegiatan penyadapan, penyadapan, dan 
penyerahan terkontrol. Teknik investigasi lain untuk melacak dan 
mengungkap penyalahgunaan obat dan prekursor obat dan perdagangan ilegal. 
Undang-undang tersebut bersifat bilateral, regional dan internasional dalam 
kerangka penegakan sistematis serta pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan 
jaringan lintas batas yang luas. 
Undang-undang tersebut juga berperan publik dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor 
Narkoba, termasuk pengakuan terhadap anggota masyarakat yang telah berjasa 
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan 
Prekursor Narkoba. Penghargaan ini diberikan kepada aparat penegak hukum 
dan masyarakat umum yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan dan 





Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
bertujuan untuk memastikan ketersediaannya untuk kepentingan kesehatan dan 
ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan zat dan memberantas peredaran 
gelap narkoba. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau zat yang bermanfaat 
dalam bidang perkembangan kedokteran, kedokteran dan ilmu pengetahuan, dan 
di sisi lain dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat berbahaya bila 
digunakan tanpa pengawasan dan pengawasan yang ketat dan ketat. 
 
2.9.4 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan 
Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 
Menurut Suhasril dan Moh Zakky (2003: 21), bentuk kejahatan 
narkoba yang paling umum diketahui antara lain: 
1. Penyalahgunaan atau overdosis 
2. Distribusi obat 
3. Jual beli obat 
Hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan 
bukti dan putusan sesuai dengan sistem sertifikasi yang dianut oleh Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kebebasan hakim dalam 
mengambil keputusan adalah hak istimewa hakim. 
Menurut Pasal 1 KUHAP, putusan pengadilan adalah putusan hakim 
yang divonis, divonis, dibebaskan, atau dibebaskan dari semua kewajiban 
yang dipersoalkan pada sidang legislatif umum. .. Ikuti metode yang diatur 
oleh KUHAP dalam bentuk. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan juri 




1. Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan 
pelaku narkoba, lingkungan tempat nongkrong pelakunya, 
pendidikan, dll. Dari penjelasan di atas maka sangat membantu 
hakim dalam mengambil keputusan dan putusan sesuai dengan 
pelaku tindak pidana narkotika. 
2. Dalam pemeriksaan pengadilan, hakim juga harus memastikan 
bahwa pelaku mengenyam pendidikan formal. Pendidikan juga 
menjadi salah satu alasan mengapa orang melakukan kejahatan 
seperti penyalahgunaan zat. 
Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan hakim dalam permohonan dan 
acara pidananya adalah: 
1. Psikologis atau psikiatris 
2. Sikap atau kesopanan, dan juga dilihat dari wajah tersangka. 
3. Hakim harus memperhatikan semua masalah yang berkaitan dengan 
pelaku narkoba. 
4. Hakim juga perlu memastikan apakah pelaku telah mengenyam 
pendidikan formal. Ini adalah aspek pendidikan. 
 
2.10 Tinjauan Umum Tentang Institusi  Badan Narkotika Nasional (BNN) 
Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian (LPNK) Republik Indonesia, sebuah misi pemerintah di bidang 
pencegahan psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran secara ilegal. Memiliki tugas melaksanakan 
tugas. Untuk tembakau dan alkoholik. BNN dipimpin oleh seorang Kepala 




Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. BNN sebelumnya merupakan lembaga non struktural yang dibentuk 
berdasarkan Perintah Pimpinan Nomor 17 Tahun 2002, namun kemudian 
diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. 
Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan instansinya di Indonesia 
adalah Keputusan Presiden (Inpres) Nomor Republik Indonesia tahun 1971. 
Pencegahan penyalahgunaan zat, pencegahan penyelundupan, pencegahan 
kenakalan remaja, pencegahan terbalik, orang asing.  
Di bawah arahan Presiden, Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres 
pada tahun 1971 yang salah satu misi dan fungsinya adalah menanggulangi 
bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang 
terdiri dari perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, 
Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dll., Di bawah arahan dan 
tanggung jawab Kepala BAKIN. Badan ini tidak memiliki kewenangan 
operasional dan tidak menerima alokasi anggaran sendiri dari ABPN, tetapi 
diatur berdasarkan kebijakan internal BAKIN. 
Saat itu, masalah narkoba di Indonesia masih kecil, dan pemerintah orde 
baru terus menganggap masalah narkoba di Indonesia tidak akan berkembang 
karena Indonesia adalah negara yang beragama dan ber Pancasila. Pandangan 
tersebut adalah bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia belum siap ketika 
masalah narkoba dengan krisis mata uang lokal meledak pada pertengahan 
tahun 1997 karena pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia waspada terhadap 
ancaman bahaya narkoba. Berbeda dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand 




Menghadapi tren permasalahan narkoba yang semakin meningkat, 
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. .. Berdasarkan 
kedua undang-undang tersebut, pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) 
membentuk Badan Koordinasi Obat Nasional (BKNN) dengan Perintah 
Eksekutif Nomor 116/1999. BKNN adalah badan pengawasan dan koordinasi 
obat yang beranggotakan 25 orang dari instansi pemerintah terkait. 
BKNN diketuai oleh Kapolri Republik Indonesia (Kapolri). Hingga 
2002, BKNN belum memiliki personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran 
BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Mabes Polri sehingga tidak dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Sebagai koordinator, BKNN 
merasa belum mampu menangani ancaman narkoba yang semakin meningkat. 
Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tentang Badan 
Narkotika Nasional tahun 2002, BKNN diganti oleh Badan Narkotika Nasional 
(BNN). Sebagai badan forum yang bertanggung jawab untuk 
mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait yang digabungkan dengan 
otoritas pelaksana, BNN memiliki kewajiban dan fungsi sebagai berikut: 
a. Sebuah. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam 
perumusan dan implementasi kebijakan pengendalian obat nasional. Dan 
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengendalian obat nasional. 
Sejak 2003, BNN dianggarkan hanya dari APBN. Dengan alokasi 
anggaran APBN ini, BNN bekerja sama dengan BNP dan BNK untuk 




kelembagaan yang hanya bersifat kooperatif (kesamaan fungsi), Badan 
Narkotika Nasional dinilai belum dapat berfungsi secara maksimal dan tidak 
dapat mengatasi permasalahan narkoba yang tumbuh dan berkembang. .. .. 
Oleh karena itu, pihak yang berwenang dalam hal ini segera menerbitkan 
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara (BNP), dan Badan Penyelenggara 
Narkoba Kabupaten / Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional 
melalui kewenangan BNN terkait ... BNN-BNP-BNKab / Kota adalah mitra 
tingkat nasional, negara bagian, kabupaten / kota, dan anggota Satgas (BNP 
dan BN Kab / kota) yang masing-masing bertanggung jawab kepada presiden, 
gubernur, dan pemerintahan / walikota yang terstruktur. dengan BNN. Ia tidak 
memiliki hubungan target-vertikal. 
Ketetapan MPR-RI No. VI / MPR / 2002 merekomendasikan DPR 
melalui Sidang Umum MPR-RI (MPR-RI) 2002 sebagai jawaban atas masalah 
narkoba yang semakin serius dan semakin serius- RI dan Presiden RI Republik 
Indonesia mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. 
Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI meratifikasi dan mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009, BNN diberi wewenang untuk menyelidiki dan 
menyelidiki tindak pidana berikut: Narkotika dan prekursornya. obat. Pada titik 
ini, BNN sedang berjuang bagaimana membuat penjual dan penjual obat 




narkoba digunakan untuk pendanaan terorisme (narkotika) dan dapat 
menghindari penjualan narkoba akibat biaya politik (Narkot untuk politik).  
 
2.11 Review Jurnal 
Dalam penelitian ini hasil review jurnal dapat diuraikan sebagai berikut: 
Tabel 2.1  
Review Jurnal  
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